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KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR  47 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT PENYAKIT MULUT DAN 

KUKU 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan penyebaran penyakit mulut dan kuku 

pada hewan/ternak yang telah menyebabkan jatuhnya banyak 

korban hewan/ternak, sehingga diperlukan penanganan segera; 

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk 

melindungi segenap Warga Negara Indonesia termasuk 

kehidupan dan penghidupannya; 

c. bahwa hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga 

merekomendasikan penanganan penyakit mulut dan kuku 

dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan 

tertentu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang 

Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan 

Kuku; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5015); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

 

SALINAN 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130); 

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 34); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103); 

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 

Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

BENCANA TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU 

DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU.  

 

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan 

Kuku. 

KEDUA : Penyelenggaraan Penanganan Darurat pada masa Status Keadaan 

Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud 

pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KETIGA : Penyelenggaraan Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada 

diktum KEDUA dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

penanggulangan bencana. 

KEEMPAT : Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit 

mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan 

kuku pada daerah masing-masing. 

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada 

pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber 

pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29  Juni 2022 

 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

ttd. 

 

SUHARYANTO 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, 

 

 

 

Zahermann Muabezi 


